SALINAN

WALIKOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG PELAYANAN KESEHATAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Menimbang

DI PUSKESMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DEPOK,

a. bahwa Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2012

tentang Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Pelayanan
Kesehatan di Puskesmas dibentuk sebagai pedoman dalam
pemungutan Retribusi di Puskesmas;

bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Depok adalah Unit
Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan yang telah
menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah (PPK-BLUD) sebagaimana telah ditetapkan
dalam KeputusanWalikota Depok Nomor
700/425/Kpts/Bapp/Huk/2015;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, BLU dapat
memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas
Barang/Jasa layanan yang diberikan ditetapkan dalam bentuk
tarif yang disusun atas Dasar perhitungan biaya per unit

layanan atau hasil perinvestasi Dana;



Mengingat

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota
Depok Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Kesehatan
dan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah
Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3828);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK
Dan
WALIKOTA DEPOK
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN DAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN
DI PUSKESMAS.

Pasal 1
Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2012 tentang
Pelayanan Kesehatan dan Tarif Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor10), dicabutdan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 24 Agustus 2016
WALIKOTA DEPOK,

TTD
KH. MOHAMMADIDRIS
Diundangkan di Depok
pada tanggal 24 Agustus 2016
SEKRETARIS DAERAHKOTA DEPOK,
TTD
HARRY PRIHANTO
LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN2016 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT:
(6/105/2016)

SESUAI DENGAN ASLINYA
KABAG HUKUM SETDA KOTA DEPOK

N. LIENDA RATNANURDIANNY, SH., M.Hum
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